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Mengingat

SALINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119
ayat (S5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tantang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

Tahun 2022 Nomor 238);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 20);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036); sebagaimana telah diubah oleh Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22 Tahun 2021, tentang Pendataan
Bangunan Gedung ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 291);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Kuantan Singingi.



10.

11.

12.

13.

14.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya
disingkat PUPR adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah
orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan
Gedung.

Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah
orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang
menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat PKKPR adalah persyaratan umum yang wajib
dipenuhi yang didapat secara otomastis oleh Pemohon untuk
memperoleh pelayanan PBG.

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan
untuk penerbitan PBG, penerbitan SLF, dan sistem pendataan
bangunan gedung.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan usaha
yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku

usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan
Gedung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang
dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan
pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan
Bangunan Gedung yang telah ada.

Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus
dipenuhi untuk memperoleh PBG.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat
RPBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu terhadap penerbitan PBG dan SLF yang
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan
Singingi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan  retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan
pemotongan retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib
retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang
harus dibayar oleh wajib retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau

tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.



26.

27.

28.

29.

30.

Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan
daerah pada perangkat daerah pemungut retribusi PBG.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau
badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang
Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.

Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri
atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas
instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan
pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis
Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu)
lantai dengan luas paling banyak 72 m?2 (tujuh puluh dua meter
persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai
paling banyak 90 m?2 (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan

dokumen permohonan SLF perpanjangan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam

pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung kepada

wajib retribusi daerah.



Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah;

a.

meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor retribusi
persetujuan bangunan gedung;

meningkatkan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung yang optimal
kepada masyarakat; dan

mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a0 TP

®

(1)

(2)
(3)

(4)

Subjek, Objek dan Wajib Retribusi;

pendaftaran dan pendataan;

dasar pengenaan dan masa retribusi PBG;

tata cara pembayaran retribusi, pemberian keringanan, pengurangan dan
pembebasan;

penatausahaan dan pelaporan;

tata cara pemeriksaan retribusi;

BAB III
SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5
Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang
memperoleh PBG dan SLF.
Objek Retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 6
Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon wajib Retribusi
yang memperoleh pelayanan PBG.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
perorangan/individu atau badan dengan melengkapi persyaratan
minimal:
a. Kartu Tanda Penduduk/Identitas Pemohon;
b. Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan;
c. Surat tanah, minimal surat keterangan tanah yang dikeluarkan kepala
desa dan / atau lurah;
d. NPWP pemohon;
e. peruntukan lokasi; dan
f. gambar rencana bangunan dan speksifikasi teknis bangunan, dibuat
oleh perorangan atau badan usaha yang mempunyai sertifikasi
keahlian dibidang bangunan.
Peruntukan lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e
untuk investasi dibawah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
diterbitkan surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata
ruang dan investasi diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
diterbitkan PKKPR terbit secara otomatis di system OSS.
Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara online melalui

aplikasi SIMBG.

Pasal 7
Calon Wajib Retribusi dapat melakukan pendaftaran sebagai Wajib
Retribusi secera mandiri melalui aplikasi SIMBG dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
Berdasarkan permohonan pada ayat (1) Dinas PTSP melakukan
pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan teknis yang telah
disampaikan oleh Pemohon.
Setelah pemeriksaan dan verifikasi oleh TPA dan TPT disetujui oleh tim
TPA dan TPT Dinas PUPR akan memberikan Rekomendasi Teknis PBG.



Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 8
(1) Pengumpulan data bangunan gedung dilakukan melalui tim teknis.
(2) Data bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. data umum
b. data teknis bangunan gedung; dan
c. data status bangunan Gedung
(3) Data bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dan
diunggah kedalam SIMBG.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN MASA RETRIBUSI PBG

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan besarnya retribusi PBG dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan
harga satuan retribusi PBG.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang
mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi atau SHST
untuk bangunan gedung; atau

b. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk
prasarana bangunan gedung.

(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula
untuk:

a. Bangunan Gedung; dan
b. prasarana Bangunan Gedung.

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. luas total lantai;
b. indeks terintegrasi; dan

c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
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(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. Volume;
b. indeks prasarana bangunan gedung; dan

c. indeks bangunan gedung terbangun.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI, PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi PBG
Pasal 10
(1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan
retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD.
(3) Formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
(1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD diterbitkan.
(2) Setelah SKRD terbit wajib retribusi menyetor besaran retribusi ke Kas
Daerah.
(3) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan tanda bukti pembayaran berupa slip tanda setor yang

dikeluarkan oleh pihak bank.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pasal 12
(1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat
memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan
memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
(2) Kondisi wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa kemampuan membayar wajib Retribusi atau tingkat

likuiditas Wajib Retribusi.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Pasal 13

Pemberian fasilitas Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati
berdasarkan permohonan tertulis dari wajib Retribusi yang ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKRD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah
Pemungut Retribusi;

d. dilampiri fotocopy SKRD yang dimohonkan keringanan;

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dalam
hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi
harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;

f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya SKRD.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat

memerintahkan petugas untuk melakukan penelitian dan/atau
pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan

dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati

atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan

keputusan persetujuan atau penolakan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14
Bendahara Penerimaan, membukukan semua SKRD.
SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
a. nomor dan tanggal bukti penerimaan;
b. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
c. besarnya ketetapan pokok Retribusi; dan/atau

jumlah penerimaan.
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(3) Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi penerimaan retribusi
PBG melalui Bidang penerimaan Bapenda untuk mensinkronkan
antara jumlah penyetoran dengan jumlah penerimaan dengan tanda

bukti penerimaan, formulir Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.
(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Perubahan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2018 Nomor ) ; dan

b. Pasal 117 sampai dengan Pasal 128 Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Bangunan Gedung (Berita
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 67).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,
ttd.
H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.
H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 40

- Salinan sesuai dengan aslinya,
+KEPALA BAGIAN HUKUM
Pl \TA\
r4

-14-



